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Abstract 
The Tor-tor Dihar Sitarlak dance is one of the Traditional Cultural Expressions (TCEs) of the 
Simalungun community and constitutes a form of Communal Intellectual Property (CIP) with 
significant historical, philosophical, and cultural value. However, the preservation of this 
traditional dance faces several challenges, including the limited public understanding of legal 
protection, the declining number of dance masters, the decreasing interest among younger 
generations due to globalization, and the insufficient dissemination of information regarding its 
existing legal protection status. These conditions indicate a gap between formal legal recognition 
and its practical implementation within the community, making this study necessary. This 
research aims to analyze the legal protection afforded to the Tor-tor Dihar Sitarlak dance as 
Communal Intellectual Property, examine the preservation efforts undertaken by the Simalungun 
community, and identify the obstacles and challenges encountered in preserving this traditional 
cultural heritage. This study employs an empirical legal research method with a qualitative 
approach, as it enables an in-depth examination of the implementation of legal protection based on 
actual conditions in the field. Data were collected through interviews with the Department of 
Culture, Tourism, and Creative Economy of Simalungun Regency, customary leaders, owners of 
art studios, and local community members, and were complemented by a literature review of 
relevant legislation and scholarly sources. The findings reveal that legal protection for the Tor-tor 
Dihar Sitarlak dance has been established through its registration as Communal Intellectual 
Property within the Regional Cultural Thought Framework (Pokok Pikiran Kebudayaan 
Daerah—PPKD) in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. 
Nevertheless, the benefits of such legal protection have not been fully realized by the community 
due to the limited dissemination of information. Preservation efforts are carried out through 
collaboration among the local government, customary leaders, artists, cultural communities, and 
the broader community by maintaining the performance of the dance in customary ceremonies and 
cultural events. It is concluded that although legal protection has been normatively established, its 
implementation has not yet been optimal. Future research is recommended to examine the 
effectiveness of Communal Intellectual Property protection for Traditional Cultural Expressions 
across different regions as an effort to strengthen the preservation of traditional cultural heritage. 
Keywords: Legal Protection, Tor-tor Dihar Sitarlak Dance, Traditional Cultural Expressions, 
Communal Intellectual Property, Simalungun Community. 
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Abstrak 
 Tari Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) 
masyarakat Simalungun yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan 
memiliki nilai historis, filosofis, serta budaya. Namun, pelestarian tarian ini menghadapi 
berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 
pelindungan hukum, berkurangnya jumlah maestro tari, menurunnya minat generasi 
muda akibat pengaruh globalisasi, serta belum optimalnya sosialisasi mengenai status 
pelindungan hukum yang telah diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 
kesenjangan antara pengakuan hukum secara administratif dengan implementasinya di 
masyarakat, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bentuk pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai 
Kekayaan Intelektual Komunal, mengetahui upaya pelestarian yang dilakukan 
masyarakat Simalungun, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan 
kualitatif karena mampu menggambarkan pelaksanaan pelindungan hukum 
berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara 
dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, 
tokoh adat, pemilik sanggar seni, dan masyarakat, serta didukung oleh studi 
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar 
Sitarlak telah dilakukan melalui pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal 
dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pelindungan tersebut belum sepenuhnya 
dirasakan masyarakat karena minimnya sosialisasi. Upaya pelestarian dilakukan melalui 
kerja sama pemerintah daerah, tokoh adat, pelaku seni, komunitas budaya, dan 
masyarakat dengan mempertahankan tarian dalam kegiatan adat dan kebudayaan. 
Disimpulkan bahwa pelindungan hukum telah tersedia secara normatif, tetapi 
implementasinya belum optimal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas 
pelindungan KIK terhadap EBT di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat 
pelestarian budaya tradisional. 
Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Tari Tor-tor Dihar Sitarlak, Ekspresi Budaya 
Tradisional, Kekayaan Intelektual Komunal, Masyarakat Simalungun. 
 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat 
beragam sebagai hasil dari kehidupan masyarakat adat yang berkembang secara turun-
temurun. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi budaya 
tradisional, seperti tarian, musik, bahasa, upacara adat, hingga pengetahuan tradisional 
yang menjadi identitas setiap daerah. Selain memiliki nilai historis dan filosofis, ekspresi 
budaya tradisional juga mengandung nilai sosial, spiritual, serta potensi ekonomi yang 
berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan budaya 
tradisional memerlukan pelindungan hukum yang mampu menjamin kelestariannya 
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sekaligus mencegah penyalahgunaan, eksploitasi, maupun klaim oleh pihak yang tidak 
berhak. 

Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia telah memperoleh 
landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Data 
Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara 
dalam memberikan pengakuan terhadap kekayaan intelektual komunal sebagai bagian 
dari identitas budaya bangsa. Namun demikian, pelindungan hukum terhadap budaya 
tradisional tidak cukup diwujudkan melalui pencatatan administratif semata. 
Pelindungan tersebut juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat 
adat sebagai pemilik sekaligus pewaris budaya, sehingga keberadaan regulasi benar-
benar dapat menjamin keberlangsungan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. 

Salah satu ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai historis, filosofis, dan 
sosial adalah Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak. Tarian ini merupakan 
warisan budaya masyarakat Simalungun yang secara turun-temurun digunakan dalam 
berbagai kegiatan adat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, media penyampaian 
nilai-nilai budaya, serta simbol identitas masyarakat. Sebagai bagian dari Kekayaan 
Intelektual Komunal (KIK), Tor-tor Dihar Sitarlak tidak dapat dipandang hanya sebagai 
seni pertunjukan, melainkan sebagai representasi pengetahuan, kearifan lokal, dan 
identitas kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pelindungan 
terhadap tarian tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga 
pada upaya menjaga keberlangsungan fungsi budaya, nilai adat, dan eksistensi 
masyarakat yang melestarikannya. 

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui inventarisasi dan 
pencatatan Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, implementasi 
pelindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik budaya belum 
sepenuhnya merasakan manfaat dari pengakuan hukum tersebut. Kondisi ini 
memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan antara pelindungan yang bersifat 
administratif dengan pelindungan yang memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat 
secara substantif bagi masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji 
kembali efektivitas pelindungan hukum terhadap Tor-tor Dihar Sitarlak agar tidak 
berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan budaya 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat sebagai subjek utama pelindungan. 

Permasalahan mengenai efektivitas pelindungan KIK juga telah menjadi 
perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu. Ahmad Muhibuddin (2022) dalam 
penelitian Analisis Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintah Desa 
menunjukkan bahwa pelindungan KIK telah dilaksanakan melalui regulasi dan 
inventarisasi budaya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala 
sehingga pelindungan terhadap budaya tradisional belum terlaksana secara optimal. 
Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan regulasi dan peran 
pemerintah sebagai bagian penting dalam pelindungan KIK, tetapi berbeda dalam 
regulasi dan objek budaya yang menjadi fokus kajian. 
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Selanjutnya, Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti (2021) melalui penelitian 
Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat 
Kampung Pitu menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya 
Tradisional (EBT) memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum 
adat. Pelindungan tersebut memerlukan pengakuan dan keterlibatan negara agar 
keberadaan masyarakat adat beserta warisan budayanya tetap terjamin. Penelitian 
tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelindungan EBT tidak hanya berkaitan 
dengan objek budaya, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat adat sebagai pemilik 
dan pewaris budaya tersebut. 

Sementara itu, Nafila Maulany dkk. (2024) dalam penelitian Pelindungan Tari 
Ganjur sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara 
menemukan bahwa Tari Ganjur belum memperoleh pelindungan hukum secara optimal 
karena belum terdaftar sebagai KIK dan belum memiliki Sertifikat Kekayaan Intelektual 
Komunal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan dan pengakuan 
administratif menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian 
pelindungan terhadap warisan budaya tradisional. Berbeda dengan penelitian tersebut, 
Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh pencatatan sebagai KIK, sehingga persoalan 
yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan keberadaan pengakuan administratif, 
tetapi juga sejauh mana pengakuan tersebut memberikan pelindungan dan manfaat 
nyata bagi masyarakat adat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai 
pelindungan EBT umumnya berfokus pada aspek regulasi, pencatatan KIK, peran 
pemerintah, serta pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, masih terdapat ruang 
kajian mengenai efektivitas pelindungan setelah suatu ekspresi budaya tradisional 
memperoleh pencatatan sebagai KIK, khususnya dalam melihat kesesuaian antara 
pengakuan administratif dan manfaat substantif yang diterima masyarakat adat. 
Kesenjangan tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji pelindungan hukum 
terhadap Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak, dengan menitikberatkan 
pada implementasi pelindungan hukum serta manfaatnya bagi masyarakat Simalungun 
sebagai pemilik dan pewaris budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman mengenai sejauh mana sistem pelindungan KIK mampu 
bergerak dari sekadar pencatatan administratif menuju pelindungan yang efektif, 
berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat adat. 
 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelindungan hukum 
terhadap Tari Tradisional Simalungun Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan 
Intelektual Komunal. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan 
Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, lingkungan komunitas masyarakat adat 
Simalungun, serta Desa Saribudolok, Kabupaten Simalungun, yang dipilih karena 
merupakan wilayah asal sekaligus pusat pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak. Sumber 
data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan 
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objek penelitian, yaitu pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 
Kabupaten Simalungun, perangkat desa, tokoh adat, budayawan, serta masyarakat yang 
memahami keberadaan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak. Sementara itu, data sekunder 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian 
terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual Komunal 
dan pelindungan ekspresi budaya tradisional. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pelestarian Tari Tor-tor 
Dihar Sitarlak serta bentuk pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk 
memperoleh informasi mengenai implementasi pelindungan hukum, upaya pelestarian, 
serta hambatan yang dihadapi. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung 
berupa arsip, regulasi, foto, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga 
diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelindungan hukum terhadap Tari 
Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. 
 
Hasil dan Diskusi 
Hasil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor 
Dihar Sitarlak telah memperoleh perhatian dari Pemerintah Kabupaten Simalungun 
melalui upaya inventarisasi dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal 
(KIK). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan 
Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, tari tersebut telah didokumentasikan dalam 
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai salah satu ekspresi budaya 
tradisional yang menjadi identitas masyarakat Simalungun. Pencatatan tersebut 
merupakan bentuk pelindungan hukum preventif yang bertujuan memberikan 
pengakuan terhadap asal-usul budaya, mencegah klaim dari pihak lain, serta 
memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya daerah. Secara 
normatif, langkah tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta atas 
Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara. Dalam ketentuan tersebut, negara 
memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 
tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, pencatatan 
Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah telah melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum dalam 
memberikan pelindungan terhadap budaya tradisional yang hidup dan berkembang di 
tengah masyarakat Simalungun.  

Meskipun demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan 
persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat mengenai efektivitas 
pelindungan hukum tersebut. Pemerintah memandang bahwa inventarisasi dan 
pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bentuk pelindungan 
yang telah memenuhi kewajiban negara dalam menjaga warisan budaya. Sebaliknya, 
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masyarakat adat, khususnya maestro Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dan Raja Parhata, 
menyatakan bahwa pelindungan hukum tersebut belum dirasakan secara nyata dalam 
kehidupan mereka. Para informan mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum 
terdapat kebijakan ataupun program yang secara langsung memberikan dampak 
terhadap pelestarian tari tersebut, sehingga keberlangsungan Tor-tor Dihar Sitarlak 
masih lebih banyak bergantung pada inisiatif masyarakat dan komunitas budaya. 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar 
Sitarlak masih didominasi oleh aspek administratif, yaitu melalui proses pendataan dan 
pengakuan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, pelindungan tersebut 
belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang mampu memberikan manfaat 
konkret kepada masyarakat sebagai pemilik budaya.  

Kondisi ini tercermin dari minimnya sosialisasi mengenai status hukum Tari Tor-
tor Dihar Sitarlak, kurangnya pendampingan terhadap pelaku budaya, serta belum 
optimalnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pelestarian 
budaya di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami 
bahwa efektivitas pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak 
hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi maupun pencatatan administratif, tetapi juga 
oleh implementasi kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan budaya dan 
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Dengan demikian, pelindungan 
hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak memerlukan sinergi yang lebih kuat antara 
pemerintah daerah, tokoh adat, komunitas budaya, dan masyarakat agar pengakuan 
hukum yang telah diberikan dapat diwujudkan dalam bentuk pelestarian yang 
berkelanjutan. 
 
Diskusi 

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menginterpretasikan serta 
menganalisis hasil temuan data dari lapangan yang telah disajikan pada bagian 
sebelumnya serta mengaitkan data-data tersebut secara kritis dengan teori-teori yang 
relevan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kekayaan 
Intelektual Komunal. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perlindungan 
terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bergantung pada adanya pengakuan 
secara hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik budaya 
tersebut. Fokus dalam penelitian ini terdiri dari tiga aspek yaitu menganalisis bentuk 
perlindungan hukum Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, 
mengkaji upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Simalungun, serta 
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan tari tersebut 
sebagai warisan budaya.  

Berdasarkan hasil penelitian, pelindungan terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak 
dilakukan melalui dua bentuk perlindungan yang saling berdampingan. Dari sisi hukum 
negara, tari tersebut telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal sehingga 
memperoleh pengakuan secara administratif. Namun, dalam praktiknya masyarakat 
tetap mengandalkan hukum adat sebagai bentuk perlindungan utama melalui pewarisan 
nilai budaya, pelaksanaan upacara adat, dan pelestarian secara turun-temurun. Kondisi 
tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara dan 
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hukum adat yang berjalan secara bersamaan dalam memberikan perlindungan terhadap 
ekspresi budaya tradisional.  Serta melalui perspektif teori hukum progresif, keberadaan 
suatu aturan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan administratif. 
Perlindungan hukum seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat 
sebagai pemilik budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Tari Tor-tor 
Dihar Sitarlak telah memperoleh pengakuan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, 
sebagian masyarakat masih belum merasakan adanya perlindungan secara langsung.   

Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya pembinaan, berkurangnya penggunaan 
alat musik tradisional, serta menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari Tor-
tor Dihar Sitarlak. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya membutuhkan 
pencatatan secara administratif, tetapi juga implementasi yang mampu menjaga 
keberlangsungan budaya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Tari Tor-tor Dihar 
Sitarlak telah tercatat dalam PPKD dan menjadi dasar pengusulan sebagai Kekayaan 
Intelektual Komunal. Pencatatan tersebut menunjukkan adanya bentuk pengakuan 
negara terhadap keberadaan tari sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat 
Simalungun. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan 
tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh upaya perlindungan yang dirasakan langsung 
oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PPKD merupakan langkah awal 
perlindungan hukum, tetapi belum menjadi jaminan bahwa pelestarian budaya dapat 
berjalan secara optimal. 
 
Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak sebagai Ekspresi 
Budaya Tradisional di Kabupaten Simalungun 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tari Tor-tor 
Dihar Sitarlak merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional yang menjadi identitas 
masyarakat Kabupaten Simalungun. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai 
pertunjukan seni, tetapi juga memiliki nilai filosofis, nilai adat, serta menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dalam setiap pelaksanaan upacara adat masyarakat Simalungun. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa Tari Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan warisan budaya 
yang diwariskan secara turun-temurun dan masih hidup di tengah masyarakat hingga 
saat ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 
Simalungun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif telah 
melakukan salah satu bentuk pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak 
melalui pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat dalam 
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Pendataan tersebut merupakan bentuk 
pelindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mendokumentasikan keberadaan 
ekspresi budaya tradisional agar memiliki pengakuan resmi sebagai warisan budaya 
milik masyarakat Kabupaten Simalungun. 

Pelindungan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, yang menyatakan bahwa negara memegang 
hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Negara memiliki kewajiban untuk 
menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional 
sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, pencatatan Tari Tor-tor 
Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal merupakan salah satu bentuk 
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pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan pelindungan terhadap budaya 
tradisional. Selain itu, pelindungan terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak juga sejalan 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan 
pelindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan 
publikasi terhadap objek pemajuan kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, 
inventarisasi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi salah satu unsur pelindungan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan 
antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai bentuk pelindungan hukum tersebut. 
Pemerintah menyatakan bahwa Tari Tor-tor Dihar Sitarlak telah memperoleh 
pelindungan melalui proses pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. 
Sebaliknya, tokoh adat dan pelaku budaya menyatakan bahwa mereka belum merasakan 
adanya pelindungan hukum secara nyata. Bahkan sebagian narasumber tidak 
mengetahui bahwa tarian tersebut telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual 
Komunal. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan hukum 
yang dilakukan pemerintah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya 
diimplementasikan kepada masyarakat sebagai pemilik budaya. Dengan kata lain, 
pelindungan hukum secara normatif memang telah dilaksanakan, tetapi pelindungan 
tersebut belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 
adat.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelindungan hukum tidak hanya 
diukur dari adanya pencatatan atau pengakuan secara administratif, tetapi juga dari 
sejauh mana masyarakat memperoleh informasi, memahami hak-haknya, serta 
merasakan manfaat dari pelindungan tersebut. Kurangnya sosialisasi mengenai status 
hukum Tari Tor-tor Dihar Sitarlak menyebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa 
pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya pelindungan. Oleh karena itu, peneliti 
berpendapat bahwa pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih 
memerlukan penguatan, terutama melalui sosialisasi, pendampingan kepada 
masyarakat adat, serta pembentukan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur 
pelindungan ekspresi budaya tradisional agar keberadaan tarian ini semakin terjamin 
secara hukum maupun dalam praktik. 
 
Upaya Pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak tidak 
hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat adat dan para 
pelaku seni. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung 
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun 
telah melakukan berbagai upaya pelestarian dengan memperkenalkan Tari Tor-tor Dihar 
Sitarlak dalam berbagai kegiatan budaya serta mendorong keterlibatan sanggar-sanggar 
seni dalam mempertahankan keberadaan tarian tersebut. Beberapa sanggar seni 
diketahui masih aktif menampilkan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam berbagai kegiatan 
kebudayaan.  
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Di sisi lain, masyarakat adat tetap mempertahankan eksistensi tarian ini dengan 
menjadikannya bagian dari pelaksanaan pesta adat, acara pernikahan adat, maupun 
berbagai upacara adat lainnya. Keberadaan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam berbagai 
kegiatan adat menunjukkan bahwa fungsi sosial dan budaya tarian ini masih 
dipertahankan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan, pelestarian kebudayaan dilakukan melalui pengembangan, 
pemanfaatan, pembinaan, dan pelindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan. 
Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya tersebut telah mulai dilakukan oleh 
pemerintah maupun masyarakat meskipun pelaksanaannya belum optimal. 

Pelestarian yang dilakukan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting 
karena budaya pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat. Apabila masyarakat tidak 
lagi menggunakan Tari Tor-tor Dihar Sitarlak dalam kehidupan adat, maka keberadaan 
tarian tersebut akan semakin terancam meskipun telah memperoleh pengakuan hukum. 
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Tari Tor-tor Dihar 
Sitarlak masih berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, 
sanggar seni, tokoh adat, dan masyarakat. Akan tetapi, diperlukan program pelestarian 
yang lebih terstruktur agar keberlangsungan tarian ini dapat terjamin pada masa 
mendatang. 
 
Hambatan dalam Pelindungan dan Pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi 
pelindungan maupun pelestarian Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Hambatan pertama adalah 
semakin menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari budaya tradisional. 
Perkembangan globalisasi menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya 
populer dibandingkan kesenian tradisional daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan 
semakin sedikit generasi penerus yang mampu mempelajari maupun mempertunjukkan 
Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Hambatan kedua adalah terbatasnya jumlah maestro dan 
tokoh adat yang benar-benar menguasai gerakan, filosofi, dan tata cara pelaksanaan Tari 
Tor-Tor Dihar Sitarlak. Apabila para maestro tersebut tidak memiliki regenerasi, maka 
pengetahuan mengenai tarian ini berpotensi hilang seiring berjalannya waktu. 
Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dan 
masyarakat mengenai pelindungan hukum terhadap Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak.  

Walaupun pemerintah telah melakukan inventarisasi dan pendataan sebagai 
Kekayaan Intelektual Komunal, informasi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh 
masyarakat adat sehingga menimbulkan anggapan bahwa pemerintah belum 
memberikan pelindungan. Selain itu, pelestarian budaya masih lebih banyak bergantung 
pada inisiatif komunitas budaya dan tokoh adat dibandingkan program pemerintah 
yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya sangat 
dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut peneliti, hambatan-hambatan 
tersebut menunjukkan bahwa pelindungan hukum saja belum cukup untuk 
mempertahankan keberadaan Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak. Pelindungan hukum harus 
diikuti dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan melalui pendidikan budaya, 
regenerasi pelaku seni, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat 
antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga kebudayaan. 
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Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap Tari Tor-tor 

Dihar Sitarlak sebagai Kekayaan Intelektual Komunal telah dilaksanakan melalui 
pencatatan dan inventarisasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga 
warisan budaya daerah. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelindungan 
tersebut masih lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terimplementasi 
dalam bentuk perlindungan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat adat sebagai 
pemilik budaya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan 
hukum secara normatif dengan implementasi pelindungan hukum di lapangan. Di sisi 
lain, pelestarian Tari Tor-tor Dihar Sitarlak masih bergantung pada peran aktif tokoh 
adat, maestro, sanggar seni, dan masyarakat yang terus mempertahankan keberadaan 
tarian melalui berbagai kegiatan adat, meskipun menghadapi tantangan berupa 
menurunnya minat generasi muda, berkurangnya jumlah pelaku budaya, serta pengaruh 
modernisasi.  

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa konsep bahwa 
efektivitas pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak dapat 
diukur hanya melalui pengakuan administratif sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, 
tetapi juga harus diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang melibatkan 
masyarakat adat sebagai subjek utama pelindungan. Dengan demikian, keberhasilan 
pelindungan budaya tradisional memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat 
adat, pelaku seni, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya agar pengakuan hukum 
dapat diikuti oleh pelestarian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi 
masyarakat pemilik budaya. 

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Tari Tor-
tor Dihar Sitarlak di Kabupaten Simalungun dan melibatkan informan yang terbatas 
sehingga belum dapat menggambarkan kondisi pelindungan Ekspresi Budaya 
Tradisional secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas objek kajian pada ekspresi budaya tradisional lainnya, melibatkan lebih 
banyak pemangku kepentingan, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan 
pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal di berbagai daerah sehingga dapat 
dirumuskan model pelindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 
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